
 

 

 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1475, 2019 KEMENDAGRI. Pelimpahan Penugasan Urusan 

Pemerintahan. Lingkup Kementerian Dalam 
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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 92 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  

NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN 

PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI  

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

  

 

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan program, kegiatan 

dan anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019, 

perlu dilakukan penyesuaian lokasi dan alokasi kegiatan 

dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri di Provinsi DKI 

Jakarta dan Provinsi Sulawesi Utara; 

  b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 

2019 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan 

Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 

Anggaran 2019 perlu disesuaikan dengan kebutuhan 

pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran 

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 2 Tahun  2019 
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-2- 

   tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan 

Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 

Anggaran 2019; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, dan Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 223, dan Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6111); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, dan Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, dan Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2019 

tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan 

Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 

Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 165); 

 


